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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan pada Bab-bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

peningkatan partisipasi masyarakat dan aparat Desa terhadap perancangan 

peraturan Desa Limbatihu telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan dalam Hal ini Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa serta prinsif Kepemerintahan yang baik (Good 

Governance) dan berkualitas. Selain itu bertujuan untuk memberikan Pelayan 

Kepada Masyarakat sehingga Masyarakat dan aparat desa pun akan 

merasakan Pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Desa yang 

merujuk pada perancangan peraturan desa. Pola Kerjasama Pemerintah dan 

Bada Permusyawaratan Desa Limbatihu dalam peningkatan kerjasama juga 

berbeda dengan desa lain pada umumnya yakni dengan menerapkan 3 (tiga) 

pola kerjasama yaitu Pemanfaatan budaya gotong royong dalam lingkungan 

masyarakat, penyusunan perencanaan dalam menjaring masalah dengan 

melibatkan masyarakat, dan melakukan sosialisasi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat 

dan Aparat Desa terhadap perancangan peraturan desa setelah melakukan 

penelitian serta pengamatan langsung dan memperhatikan keterangan-
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keterangan dari narasumber dan informan, hal yang menyebabkan 

terkendalanya peningkatan partisipasi tersebut dikarenakan : 

a. Sosialisasi yang kurang efektif dan menyeluruh yang dilakukan 

Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat dan Aparat Desa terhadap 

pentingnya perancangan peraturan desa. 

b. Apatisme beberapa masyarakat dan Aparat Desa terhadap Apapun yang 

berhubungan dengan pembangunan terutama dalam hal perncangan 

peraturan desa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 

tuntutan ekonomi 

c. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan BPD yang menyebabkan kedua 

unsur lembaga tersebut mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menjelaskan materi yang berhubungan dengan Perancangan Peraturan 

Desa. 

d. Kepemimpinan Kepala Desa yang belum sepenuhnya dapat merespon 

keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga menyebabkan sebagian 

masyarakat serta aparat kurang termotivasi dalam berpartisipasi. 

e. Keahlian Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memiliki skill dan kemampuan 

dalam merancang peraturan Desa serta kemampuan dan dalam 

menggunakan fasilitas teknologi yang ada. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah 

Desa dan BPD dalam hal kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

aparat khususnya Perancangan Peraturan Desa, Maka sebaiknya : 

1. Pemerintah Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan Koordinasi 

satu sama lain, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

desa tidak terhambat terutama yang berhubungan Regulasi dalam 

pemerintahan desa. 

2. Komposisi dari BPD setidaknya di satu atau dua orang sarjana terutama 

sarjana Hukum agar lebih berkompeten dalam merancang peraturan 

desa. 

3. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, perlu 

adanya hubungan komunikasi yang baik antara Unsur Peneyelengara 

Desa dengan masyarakat dan aparat, agar masyarakat dan aparat 

tersebut dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan aspirasinya. 

Sehingga perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif 

dan terkoordinasi dengan terjun langsung ke lapangan ke tengah 

masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat dan aparat 

secara langsung lalu menerapkan atau merealisasikan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat tersebut. 

4. Masyarakat Limbatihu kiranya lebih kritis dalam mengamati dan 

menaggapi setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan 

desa dan BPD terutama terkait dengan regulasi-regulasi yang akan 
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diterapkan di Desa Limbatihu lalu menyampaikan segala apapun yang 

dirasa keliru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
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